
'?"({'
WALIKOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI SI'LAWESI UTARA

PERATI'RAI| WALIKOTA KOTAUOBAGU

nouoR 9 TAHUr{ 2018

TEITTAITG

TATA CARA PEUBAGIAN, PEIYETAPAI| DAII PEI|(X}T'NAAI|

RIITCIAJT AII)XASI DA.!5A DESA, DAJIA BAGI TIASIL PA"'AT I'AIT REIRIBUSI

DAERAII TAIII'IT A.!T(rcARAIT 2018

DENGAIT RAHMAT TT'HAI{ YAXG MAIIA ESA

WALIKOTA KOTAIIOBAGU,

a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang

Desa, Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10olo

(sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima

Kabupaten/ Kota da.lam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (71 Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2O15 tentang tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Ol4 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara

pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan

Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2O14 tentang Peraturan Pelal<sanaan

Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, ketentuan mengenai

tata cara pengalokasian bagran dari hasil pajak dan retribusi

daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa ditetapkan dengan

Peraturan Bupati/ Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
q

Menimbang



Mengingat

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6,

Tambahan ltmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4680);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor l3O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2oll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s23al;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

sa9s);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 244, Ta;::rba}ran lembaran Negara

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6791;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2O14 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinta-h Nomor 43

Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang No 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaim4la telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2Ol4

tentang Pengelolaan Keuangan Desa @erita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O93);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2O94);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

tentang Susunan Organisasi Dan Tata Keda Pemerintah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

IndonesiaTahun 2016 Nomor lO37);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2O16

tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11OO);

14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Kotamobagu

Tahun 2O16 Nomor 24);

15. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahvn 2OL7

tentang Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Kota
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Menetapkan

Kotamobagu Tahun Anggaran 2O18 (Lembaran Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Kotamobagu Nomor 151);

16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2Ol7

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2Ol8 (Berita

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 34);

PERATI'RATT WALIKOTA KOTAIOBAGU TEITTAITG TATA

CARA PEUBAGIAIT, PEI|Ef,APAIT I'AI{ PEIYGGIIITAAIT

RIITCIAf, AII)I(ASI DAI|A DEAA, DAITA BAGI IIASTL PA"IAX

DAI| RETRIBUSI DA.ER.6II TATII'X AJTGGARAT 2O1E

BAB I
XEf,EI|TI'AIT T'UUU

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Sekretaris Daerah adalah Perangkat Daerah yang memimpin

Sekretariat Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;

5. Camat adalah Kepala Kecamatan selaku Perangkat Daerah

dengan fungsi koordinator pelaksanaan penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa dan kelurahan dan berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyaralat setempat, berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
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sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah Pemimpin Desa

yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang

bersangkutan yang mempunyai wewenang, tugas dan

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya

dan melaksanalan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

1O. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwalilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa atau

sebutan lainnya, yang terdiri dari Sekretariat Desa,

Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang

selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan

Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut

RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untukjangka
waktu I (satu) tahun.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah

Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus.

17. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang

pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
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Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pungutan daerah sebagai p€mbayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau Badan;

19. Dana Bagr Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang

selanjutnya di sebut DBHP dan Retribusi, adalah dana yang

bersumber dari pendapa.tan pajak daerah dan retribusi

daerah yang dialokasikan ke desa berdasarkan angka

persentase tertentu;

20. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala

Desa dari unsur Staf Sektretariat Desa yang membidangi

urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk
menatausahakan keuangan Desa.

21. Penghasilal Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang

diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya

disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang

membantu Kepala Desa untuk Melaksanakan Pengelolaan

Keuangan Desa.

BAB II
uAKSUD, TUJUAIT DAr PRIf,SIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu memberikan ADD, DBHP

dan Retribusi kepada Desa dalam rangka mendukung

pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan serta

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggun€ran ADD, DBHP dan Retribusi sebagai berikut :

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan

dan pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan

Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyaralat Desa

sesuai kewenangannya;

b. meningkatkan kemampuan kmbaga Kemasyarakatan Desa

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
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pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi

Desa;

c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan,

kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi

masyarakat desa;

d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong

masyarakat; dan

e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD, DBHP dan Retribusi Daerah meliputi :

a. Pengelolaan ADD, DBHP dan Retribusi berdasarkan asas-

asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

secara tertib dan disiplin Anggaran;

b. Pengelolaan keuangan ADD, DBHP dan Retribusi

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan

Keuangan Desa dalam APBDesa;

c. Seluruh kegiatan harrs dapat dipertanggungjawabkan

secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

d. ADD, DBHP dan Retribusi digunakan secara efisien, efektil
terarah dan terkendali serta bertanggung jawab.

BA'B UI

UEKAITISUE PEUBERIA.TT AII)KASI DAIYA DESA, DAITA BAGI

HASIL PA.'AIT DAIT RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(l) Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu mengalokasikan ADD,

DBHP dan Retribusi dalam APBD setiap Tahun Anggaran.

(2) Pengalokasian ADD, DBHP dan Retribusi sebaqaimana

dimaksud pada ayat (l) bagi masing-masing Desa dengan

mempertimbangkan :

a. Kebutuhan penghasilan tetap darr tunjangan Kepala

Desa dan Perangkat Desa; dan

b. Jumlah penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa, luas

wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografrs Desa.

Passl 6

(l) Besaran ADD di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2Ol8
yt



sebesar Rp. 39.458.261.200,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar

Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam

Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

(2) Besaran DBHP di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2Ol8

sebesar Rp. 654.715.OO0,- (Enam Ratus Lima Puluh Empat

Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

(3) Besaran Retribusi di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran

2O18 sebesar Rp. 9OO.0O0.OOO,- (Sembilan Ratus Juta

Rupiah).

(4) Jumlah besaran ADD, DBHP dan Retribusi sebagaimana

pada ayat (l), ayat (2) dan ayat (3), bersumber dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota

Kotamobagu Tahun Anggaran 2018.

(5) Pembagian ADD, DBHP dan Retribusi sebagaimana ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3), untuk setiap Desa di bagi sebagai

berikut :

a. 600/o dibagi merata untuk 15 Desa di Kota Kotamobagu;

b. 4oo/o di bagi secara proposional kepada 15 Desa di Kota

Kotamobagu berdasarkan jumlah penduduk, Luas

Wilayah, Angka Kemiskinan, dan disesuaikan dengan

tingkat Kesulitan Geografi s;

c. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, disesuaikan dengan tingkat kesulitan

geografis setiap Desa; dan

d. Pembagian besaran ADD, DBHP dan Retribusi untuk
setiap Desa sebagaimana dalam l,ampiran I, II dan III
Peraturan Walikota ini.

Pacal 7
(1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan

ADD, DBHP dan Retribusi kepada Walikota.

(2) Permohonan pencairan ADD, DBHP dan Retribusi

melampirkan:

a. l,aporan Realisasi Penggunaan APBDesa ta]run

sebelumnya, RKPDesa dan APBDesa tahun berkenaan

yang sudah di verifikasi dan di evaluasi;

b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan ADD,

DBHP dan Retribusi tahun sebelumnya yang sudah di
q



verifikasi dan di evaluasi;

c. Rencana penggunaan ADD, DBHP dan Retribusi;

d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan

Rekening Kas Desa dan Foto copy Rekening Kas Desa;

e. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan

Bendahara Desa; dan

f. Laporan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan serta

Retribusi pada tahun sebelumnya.

(3) Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi dilakukan dengan

mekanisme seb"gai berikut :

a. Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi oleh

Pemerintah Daerah kepada Desa;

b. Penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada

huruf a dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari

RKUD ke rekening Desa;

c. Rekening Desa sebagaimana pada huruf b merupakan

rekening giro Desa yang ditandatangani Kepala Desa

dan Bendahara Desa; dan

d. Pemerintah Desa melakukan pencairan dana ADD,

DBHP dan Retribusi apabila telah memenuhi

ketentuan yang berlaku.

(4) Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi dilakukan dalam 4

(empat) tahap sebagai berikut :

a. Tahap I diberikan pada bulal Januari sebesar 257o

(Dua puluh lima persen);

b. Tahap II diberikan pada bulan April sebesar 25o/o (Dlua

puluh lima persen);

c. Tahap III diberikan pada bulan Juli sebesar 25o/o (Dua

puluh lima persen);

d. Tahap IV diberikan pada bulan Oktober sebesar 257o

(Dua puluh lima persen) dan/ atau sebesar selisih

pengurang Silpa pada tahun sebelumnya.

(5) Penyaluran ADD, DBHP dan Retribusi dari RKUD ke RKD

dengan ketentuan :

a. Tahap I apabila Desa telah menyampaikan RKPDesa,

APBDesa Tahun Anggaran berjalan dan l,aporan

Pertanggung jawaban penggunaan dana tahun

sebelumnya; q



b. Tahap II apabila Desa telah menyampaikan laporan
realisasi penggunaan dana Tahap I minimal sebesar
8Oo/o;

c. Tahap III apabila Desa telah menyampaikan laporan
realisasi penggunaan dana Tahap II minimal sebesar
8oo/o;

d. Tahap IV apabila Desa telah menyampaikan laporan
realisasi penggunaan dana Tahap III minimal sebesar
80%; dan

e. Penyampaian laporan untuk penyaluran Tahap II, III
dan IV harus mendapatkan rekomendasi dan telah

diaudit oleh Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu

atas penggunaan dana tahap sebelumnya.

(6) Penyaluran ADD Pagu Tahun Anggaran 2018,

diperhitungan dengan besaran Silpa pada penyaluran

ADD Tahun 2O17.

(7) Batas waktu pemasukan laporan realisasi dana Tahap III

selambat-lambatnya awal Bulan Oktober Tahun Anggaran

be{a1an.

(8) Apabila Desa tidak memasukan laporan realisasi

penggunaan dana sebagaimana ketentuan dimaksud

pada ayat (5), maka Tahap IV tidak akan disalurkan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD, DBHP dan

Retribusi bagr Desa yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), ayat (21, ayat

(5), ayat (7) dan ayat (8).

Pasel 9
EvaLuasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap

dokumen sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan

huruf b, setelah di verifikasi dan ditanda tangani oleh Tim

Kecamatan.

Pesal 1()

(1) Dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa,

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan mewakili

Pemerintah Desa dalam kepemilikan keuangan Desa,

yang dipisahkan; fi



(2) Kepala Desa sebagai pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

mempunyai kewenangan :

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB

Desa;

b. Menetapkan PTPKD;

c. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan

penerimaan Desa;

d. Menyetujui Pengeluaran yang di tetapkan dalam APB

Desa; dan

e. Melakukan tindakan yang mengakibatlan

pengeluaran atas beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan

Desa di bantu oleh PTPKD.

Pas.l 11

(l) PTPKD sebagaiman dimaksud pada Pasal 10 Ayat (3),

berasal dari Unsut Perangkat Desa, terdiri dari :

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi atau sebutan lainya; dan

c. Bendahara Desa.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) PTPKD dalam melaksanakan T\rgasnya selaku Pengelola

Keuangan Desa berkewajiban memberikan laporan

pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa atau sebutan

lainnya dengan berpedoman pada ketentuan dan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal ll
ayat (1) huruf a, bertindak selaku Koordinator PTPKD

Desa;

(2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas :

a. men5rusun dan melaksalakan Pengelolaan APB Desa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB

Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung Jawaban
(*



Pelaksanaan APB Desa;

c. melaksanakan Pengendaliaan terhadap Pelaksanaan

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;

d. menyampaikan Laporan dan Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APB Desa, dan

e. melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 13

(1) Kepala seksi atau sebutaa lainya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ll ayat (1) huruf b, bertindak sebagai

pelaksana kegiatan sesuai bidangnya;

(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana pelalsanaan kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya;

b. Mela}sanakan kegiatan dan/ atau bersama lembaga

kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam

APBDesa;

b. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan

atas beban Anggaran Belanja Kegiatan;

c. M engendalikan Pelaksanaan Kegiatan;

d. Melaporkan perkembangan Pela}sanaan kepada

Kepala Desa; dan

e. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban

Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 14

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1l ayat

(l) huruf c mempunyai tugas: Menerima, menyimpan,

menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan

mempertanggunglawabkan Penerimaan Pendapatan Desa dan

Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan

APBDesa.

BAB IV

PEI|GGT'I|A.AN AII)ITASI DAITA DESA, DAITA AAGI HASIL

PA"'AI( DAI| REIRIBUSI DAERAII

Pasat fs
*



(1) ADD, DBHP dan Retribusi digunakan untuk kegiatan

sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintalran Desa,

b. Penyelenggaran Pembangunan Desa,

c. Pembinaan Kemasyarakatan, dan

d. Pemberdayaan Masyarakat;

(2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud pada pasal (t) huruf a, terdiri dari Belanja

Pegawai yakni :

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa;

b. Tlrnjangar BPD dan Operasional BPD;

c. Insentif Rukun Tetangga; dan

d. Tunjangan atau sebutan lainnya untuk Bendahara

Desa;

e. Insentif Pemuka Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah

Minggu, Satuan Perlindungan Masyarakat, Operator

Profil Desa, Pengelola Perpustakaan, Petugas Penyalur

Beras Sejahtera, Tutor PAUD yang di kelola oleh Desa,

kmbaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan

kmbaga Adat;

f. Operasional Perkantoran yaitu belanja barang dan

jasa yang terdiri dari: alat tulis kantor, benda pos,

pakaian dinas dan atribut, alat dal bahan

kebersihan, perjalanan dinas,air dan listrik, barang

cetakan, penggandaan, Honorarium Tim Penyusun

RPJMDes/RKPDes dan Tim Pelaksana Kegiatan, serta

lainnya yang berkaitan dengan operasional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

g. Belanja Modal yakni pembelian komputer, Laptop,

Printer, Meja, kursi, tabung alat pemadam kebakaran,

Genset, Pengeras suara/soundsystem, Toa,

Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) dan lain-lain sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Pengelolaan informasi Desa;

i. Pendataan Desa; dan

j. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan
*



p€rundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyelenggaran Pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :

a. Pembuatan jalan Desa;

b. Penerangan jalan Desa;

c. Pembuatan Drainase;

d. Pembuatan Jembatan;

e. Pembanguan Sanitasi Lingkungan;

f. Pembuatan Taman bermain anak;

g. Pembangunan dan Rehabilitasi Balai Desa dan Kantor

Desa;

h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa;

i. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang di

kelola Desa, dan

j. kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf c, yakni menunjang kegiatan l,embaga

Kemasyarakatan dan kegiatan Pembinaan

kemasyarakatan lainnya seperti pembinaan l,embaga

Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban, pembinaan keagamaan,

pengadaan perlengkapan olah raga, pembinaan lembaga

adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat

dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimalsud pada

ayat (1) huruf d yakni menunjang kegiatan-kegiatan

pembentukan dan peningkatan kapasitas kader

Pemberdayaan Masyaralat Desa, Pembantu Pembina

Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina

Keluarga Berencana Desa, Kader Bina Keluarga Balita,

Kader Bina Keluarga Remaja, Kader Bina Lansia,

Kelompok Tani, Kader Posyandu, Kader Posbindu,

Pelatihan kelompok masyarakat desa dan peningkatan

kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan lembaga

kemasyarakatan, peningkatan kapasitas pengurus dan

penyertaan modal Bumdes, bantuan usaha ekonomi
cilt



produktif, bantuan kelompok tani, perikanan,

peternakan, perkebunan. dan kegiatan lainnya yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(6) Bantuan kepada kelompok masyarakat, ditetapkan

dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16

Pengadaan barang dan jasa di Desa, mengacu

standarisasi harga Barang dan Jasa Pemerintah

Kotamobagu Tahun Anggaran 2018.

pada

Kota

BAB V

PEITGAITASAN DAN PEL/I.PIORAIY

Pasal 17

(l) Pemerintah Kota Kotamobagu wajib membina dan

mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD,

DBHP dan Retribusi.

(2) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD, DBHP dan

Retribusi dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang

berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan

Perundang-undangan yang berlakujika terjadi

penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan

dan penggunaan ADD, DBHP dan Retribusi, maka

penyelesaian dilaksanakan dengan ketentuan yang

berlaku;

(3) Indikator yang dilakukan untuk menilai keberhasilan

ADD, DBHP dan Retribusi adalah sebagai berikut :

a. Pengelolaan.

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap

ADD, DBHP dan Retribusi.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang

pertanggungiawaban ADD, DBHP dan Retribusi

oleh Pemerintah Desa.
q4



b. Penggunaan.

l. Kegiatan yang di danai sesuai dengan yang telah

ditetapkan dalam APBDesa.

2. Daya serap (realisasi) keuangan yang di targetkan.

3. Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Te{adinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

5. Mampu bersinergi dengan program-program

Pemerintah yang ada di Desa tersebut.

Paial la
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi

pelalsaaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) setiap semester tahun berjalan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir

bulan Juli tahun berjalan.

(3) taporan sebagaimana pada ayat (1) untuk semester ke

dua disampaikan paling lambat bulan Januari tahun

berikutnya.

Pasd 19

(1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1),

Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggung

jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota

setiap akhir tahun.

(2) L,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagran yang tidak terpisahkan dari laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Walikota

melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran.
q



BAB VI

I(ETEIVTUAIT PEIIUTI'P

Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

\

ro PETGELOL,II PAR/rr

Plt. Sekretaris Daerah (L

2 Asisten Pemerintahan t,
3 Kepala Bagian Hukum q
4 Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

5
Kepala Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa K

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal Jg Canuari 2Ol8

PLT. SEXRETARIS DATRAH KOTA KorTAUOBAGU

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 1$ Jcrnuari 2Ol8

gIwALIKoTA KoTAuoBAGT({-

TATO BARA

t,

IYAN, S.Sos, M.Sl

BERTTA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2Ol8 NOMOR I

1

L



JUMLAII TOtAL TAMBAHAN ALOI{AAI DANA DESA (AI)D) : Rp. 39 ,434 ,26t ,2OO

io D16A

ALOKAAT DAI|A DEAA PROPORAIOIAI IADDPI

JUILAII TqTAI
r.Loll at D/ltA Dtaa

AEfiAP DITIA

JI'IUIII TOTAI
Plrlut ar r IDD

.DTTAP DISA

6Oq6 AI,('KAAI DA,IA
DEAA MIRATA IA.DDll'

40 % DIAAOI AECARA PROPOBIOI{AI.

VARIABDL INDIPITDIN UTAMA

JUMLAII
(Rp.)

LUAA TIIJTYAH JUI|IJTH PEIIDUDUK TTtl(iI(Aa KlUtaKtAX KEAULITA'I CEOORATTA

rt/raI.
BOB.,T
DIAA
(lDr )

AOB"I
DDIA

JI'ITJIII
(RP)

KVL KV.'P KX KVit

aPal

KVG

, 6
Fnot, 5)

7 a
(7/Tot, 4 9 ,o

leltoc. g) ,, ,2
ltrfTw. ttl

t3
16+a+to+,

4

,1
(t3 x

,oowc
,3t

tat
laOiSXr4rIoL ADD,

/rool)

t6
(4 + ts) t7

KotLrolaou
UIAiA

I Bilalian8 I 1,578,330,448 2.51 o.06720 2450 o.o7074 256 o.10031 o.06202 o.30027 7.51 1,ta4,797,607 2,763,128,O55 2,763,128,000

2 Bilalang ll 1,578,330,448 o.96 o.02564 2378 203 o.0795s 43.38 o.0753t o.24916 6-23 983,122,535 2,561,452,983 2.561,453,000

1,578,330,448 2.36 o.06309 2095 38 o.01489 42.41 0.07431 o.21274 532 839,596,951 2,4t7,927,399 2,417,927 ,OOO

Sia 1,s78,330,44A l.3a o.03696 314 0.oo907 7 o.oo274 45.25 0.07a55 o.12732 3.la 502,371.7 57 2,OAO,702,205 2,OaO,7 02,200

|,578,330,448 l. 18 0.03160 810 0.o2339 30 o.0l176 42.41 o 07432 0.I4t06 353 556.588,294 2,134 ,918.742 2,I34,919,000

7 ,a9t,6A2,24O 1,066,477,1a1 t 1,9t4,129,3t4 1r,988,129,20(,

KO"AUOBAOU
TIMUR

I 1,578,330,448 l.9l 0.051l4 2298 0.06635 r68 0.06583 38.65 0.06709 o.25042 6.26 2,s66,457,963 2,566,458,000

Moyag Todulan 1,578,330,448 1.91 0.051t4 t6l I o.04652 99 0.03879 38.65 o.06709 0.20355 5.09 2,38t,500,562 2,381,s01,000

3 1,s78,330,448 1.91 0.05114 1441 0.04161 51 0.01998 38.65 0.06709 0.17983 4.50 709,s85,4r4 2.2A7 ,915 ,862 2,24?,9t6,OOO

1,578,330,448 2.54 0.06496 2904 o.08397 511 o_20024 37.97 o.0659t 0.4tsoa t0.44 1,653.6t3,602 3,231,944,050 3,231,944,O00

6,313,321,71vt 4, 164,495,646 1o,467,814,4:r7 t o'/t6?'819'O@

((

RIITCIATT PERITITUI{GAT ALOXASI DAIIA DEEA (A"DD)
UITTUK U,AEIXG.UASING DESA DI I(OTA KOTII.UOBAGU

APBD TAHUT{ AIIGGARAIT 2OI8

Jlh.

3 5

35.72

tttttttttl

0.06866

0.06049

I

f----T----

ly"rys I oaa,rzz,srs

L !91,Y0,1'o
I r,loy"g r.-po",,F-
I 
Kobo Kecil



((

I Poyowa Be8ar I 1,574,330,444 0.48 0.0t291 3735 0.10785 206 0.08072 37.06 0.06433 0.26581 6.65 1,o44,837,516 2.627 ,167 .964

2 Poyowa Be3ar II 1,s78,330,448 4.36 o.t 167 1 2508 o.o7242 204 o.o7994 4t.76 o.o7249 0.34155 8.54 t,347,7t6,4t6 2 ,926,046 ,864 2,926,047,OOO

3 Tabarg 1,s78,330,448 2.29 0.06136 2861 o.08261 263 0.10306 34.59 0.06005 0.30707 7.64 1,211,6s3,469 2.7 A9 .943 .917 2,789,984,000

Poyowa Kecit 1,578,330,448 5.52 0.I4783 0.I0906 195 o _o7641 39 _20 0.06805 0.40t35 10.03 1,583,647,773 s ,t6 | ,97 A,221 3,161,978,000

Bungko 1,578,330,448 4.79 o.12820 1534 o.04429 120 o.o4702 30.83 0.05352 o.27304 6.83 1 ,O7 7 ,352,496 2,655,642,944 2,655,683,000

KoTAMOAAOU
A'LATAI{

Kopandakan I 1,578,330,448 0.08612 3913 0.11298 201 o.o7876 28.72 0.04986 o.32772 I t9 1 ,293 ,r23,O22 2,87 | ,453 ,470 2,871,453,000

9,469,944,648 7 ,662,350$92 17,o32,313,380 17,O32,313,OOO

23,674,966,72O 37.34 34,633 2,562 675.05 4 100 r5,783,3O4,48O s9,458,261,rOO 39,454,261,2OOI
Mengetahui, Kotamobagu,

RUM MOKOAGOW, S.IP
NIP. 19830802 201008 1 001

2018

Kepala BPKAD

Kota Kotamobagu

RIO LOMBONE, ,MH
NIP. 19800307 199810 1 002

Dinas PM

Drs. TED MAKALALAG
NIP. 196603 198602 1 003

2,627,t64,OOO

Pejabat Penghitung



(

RINCIAII PERIIITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAT DAERAH
UNTUK MAAING.MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN AN(X}ARAN 2OI8

JUMLAH TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAN DAERAfl: Rp. 664,715,OOO

KICAXATAII NO DEAA

AI,OI(AAI DA,IIA DEAA PROFORBIOI{AL IAI'DP)

JT'XUIII TOTA,L
ADTIAP DIAA

JI'XUUI ?OTA!
PIIBI'I,AIAII AI?TAP

Dtt

60% at oKAat D {A
DIAA IiIRATA IADDU)

40 % DlaAOI 6ECA8A PROPO6IOI{A'

VAiIAAEL INDIPEI| DEI{ UAAUA

JUMLAII
lR .)

LUAA EIUTYAII JUML.'TII PII{DUDUK TIIIOI{AT XiEMIAKAI KEgULTTAI{ OIOGRAFIA

TOTAL
aoaqr
DEAA
lBDi I

AOBOT
DESA

JUMIAII
{RP)K!'L Jlh, EI( KVM o.otntL

BPAI

KVO

, 3 5 6
l'/to.. 6)

7 a
(rl?ot 4

9 to
Pfrbc al tt t2

lrrlr.a tt)
I3

16+a+ ro+t
2)

ta
lrsr

looYTot,
r3t

IS
llo%xt1xtbt, ADa

/r@l
t6

(1 + tttl )7

UTARA

I Bilalang I 26,188,600 2.51 o.06720 2450 0.o7074 256 0.loo3l 35.72 0.06201 0.30026 7.5l 1s,658,404 45,847,OO4 45,847,000

2 Bilalan8 ll 26,188,600 o.96 o.02564 2374 o.06866 203 0.o7955 43.38 0.07531 o.24915 6_23 16,312,520 42,501,120 42,501,000

3 26,188,600 2.36 0.06309 2095 o.06049 38 0.o1489 42.81 0.o7432 o.21279 5.32 13,931.482 40,120,082 40,120,000

Sia 26,188,600 L38 0.03696 3t4 0.00907 7 0.o0274 45.25 0.07855 o.t2732 3.r8 4,335.767 34,524,367 34.s24,000

5 26,188,600 1.18 0.03160 810 0.02339 30 0.0r 176 42.81 o_o7432 o.14t06 3.53 9,235.244 35.423,844 35.424,000

l30,9rB,fiX) 67,173,4t4 l9a,4l5,4lE 198,416,Oq'

1.91 0.o5 2,294 o.o7 168 o_o7 38.65 0.06709 o.25042 6.26 42.584,201 42,584,000I Moyag

99 0.04 38.65 0.06709 0.20355 5.09 39,5t5,277 39,515,0002 Moyag Todulan 0.05 t,6l I 0.05

37,962,464 37,962.O001.91 o.o5 1,441 0.04 5l 0.02 38.65 0.06709 0.17983 4.50

2.58 o.o7 2,908 0.08 511 0.20 37 _97 0.06591 0.41908 10.48 53,626,343 53,626,000

KOTAIIIOIAOU
TIIIUR

173,6a8,2A4 rm,687,0ooI

(

16.39s,60r 
I

26,188,600.00 
|

t3,326,6771

r t,773,8641

2? ,437J$l

I ror.zr,roo.oo 
I

--;il;E
26,188,600,00

1,91

l--- "4*"r*l

I r 
lr,roy"g 

ro.p*n



((

0.48 0.01291 3735 0.107a5 206 0.08072I Poyowa Baaar I 26,188,600 37.06 0.06433 0.2658 r 6.65 t7,402,937 43,59 r,s37 43,592,000

2 Poyowa B€rar Il 26,188,600 4.36 0.11671 2508 o.07242 204 0.07994 41.76 o.o7249 0.34155 8.54 22,362,1t4 48,550,714 48,551,000

TabanS 26,188,600 2.29 0_06136 2861 0.0826r 263 0. ) 0306 34.59 0.060053 0.30707 7 _64 20,104.477 46,293,O77 46,293,000

26, r88,600 5.52 0.14783 3777 0.10906 0.07641 39.20 0.06805 0.40135 10.03 26,276,424 52,465,428 s2,466,000

26.188,600 4.19 0.12820 1534 o.04429 120 o.o4702 30_83 0.05352 o.27304 6.83 t7,876,O7 5 44.064,675 44,065.000

26,188,600 o.oa6l2 39t3 o.1 1298 201

XOTATOBAOU
IIUITA.I

Kopandakan I o.o7a76 28_72 o.04986 o.32772 8.l9 21,456,268 47 ,644,a68 47,64s,000

13?, t31,600 1r6,47r,698 242,610,298 242,6L2t@

392,829,OOO 37.34 34,633 2,6E2 576.O6 lfi) 26r,886,OOO 664,716,OOO 664,715,(xX)II
Mengetahui, Kotamobagu,

Pejabat Penghitung
2018

Kepala BPKAD
Kota Kotamobagu

RIO LOMBONE,

Dinas

Drs. TEDD MAKALA G
NIP. 196603 198602 I oo3

t

,MH RUM MOKOAGOW, S.IP
NrP. 19830802 201008 1 001NrP. 19800307 199810 1 002

I 
eoyowa Kccil

lau,gro

T7
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RII{CIAN PERIIITUNGAII DANA BAGI HASIL R.ETRIBUAI DAERAH
UNTUI( Itr,ASING.MASINO DESA DI KOTA KOTAUOBAGU

TAHUIT ANGGARAN 2OI8

9OO,OOO,OOO

tao D'AA

AIOKAAI DAIIA DEIIA PROPORAIOIIAL (ADDP)

JUMI/TH TOTAL
A&IIAP DDSA

JUlllAA TOTAI,
PDMEI'I,/IIA.i AEIIAE

DIAA

60% AIOTAAI DAIIA
Dlaa xlt TA lADDul

40 % DIBAOI AE'ARA PROPOSIONAL

VARIABEL IIf DIPEIIDEI| UTAMA

JUI'L,/\Il
(RP.,

IUAA WILAYAH JI'IIIIUT PENDUDUK fII!OI<AI KE!,II6KIAN fiEAULITAN O&OORAFIa

TO/IA!
BOEOT
DEAA
(BDx )

BOAOT
DIAA IRP)KvL Jlh KVJP KK

BPAI

KVG

I 3 5
lE/ToL sl 7 a

(ttot. 4 9 10
Pfro.. e)

It ,2
(trnoi rt)

ta
F+a+to+,

2l

71
(r3 x

,OOYtor.

I5
(O96Xr4xToL ADD)

/roo))

,6
(4 + 

'51

\7

xor^ otaou
UTARA

l Bilalang I o.06720 2450 o.07074 114 0.04495 35.72 0.06201 o.24490 6_12 22,O40,434 54,040,834 58,041,O00

2 Bilalan8 ll 36,000,o00 o.96 o.02s64 2374 o.06866 209 o_08241 43.38 o.07s3 r o-25202 6.30 22,642,OO4 54,682,OO4 s8,682,000

3 36,000,000 2.36 o 06309 2095 o.06049 74 0.o2918 42.41 o_o7432 o_22708 5.68 20,436,aa5 s6,436,885 s6,437,000

Sia 36,OOO,000 1.38 0.03696 314 0.00907 42 0.01656 45 25 0.07455 0.t4114 3.53 12,702343 48,702,383 48,702,OOO

36,000,000 1.18 0.03160 810 o.02339 79 0.o3115 42 _at o_o7432 0.16045 4.01 14,440,807 50,440,807 50,441,000

18(),OOO,OOO 92,3O2,916 272,*2,9t6 272,3O3,OOO

rOTA[OEAOU
TIuUR

l MoyaS r.s1 0.05r 14 2,298_OO 0.06635 t6a 0.06625 34.65 0.06709 0.25084 6.27 58,575,493 s8,575,000

2 Moyag Todulan 1.91 o.051l4 1,611,00 0.04652 99 0.03q04 34.65 o.06709 o_20379 5.09 54,341,463 54,342,000

3 Moyag Tampoan t.9l o.051l4 1,441.00 o.04161 51 0.0201l 3a.65 o.06709 o.t7996 4.50 52,196,218 s2,r96,000

Kobo Kecil 36,OOO,000.O0 2.58 o.06896 2,908.00 o.08397 511 0.20150 3-7 _97 0.0659r 0.42034 I O.5l 73,830,a24 73,831,000

144,flx),OOO 234.943,999 20a,944,(x)O

JUMLAH TCYTAL TAMBAIIAN ALOTASI DANA DEAA (ADDI : RP.

KICAMATAT{

JUllT,/TH

E

36,000,000 | 2.sr

36,OOO,OOO.OO 
I

22 ,57 5,4g2 .ggl

36,OOO,OOO.OO 
I

36,0oo,ooo.oo 
I

94,943,999 
|

,r"4116;;l
--;,td;l

37,830,S24.41]

TI f-



((

l Poyowa Be3ar I 36,000,000 o.4a 0.0129 r 3735 o. I 0785 206 0.08123 37.06 o.06433 o.26632 6.66 23,968,677 59,968,677 s9,969,000

2 Poyowa Bes6r ll 36,000,000 4.36 0.l167l 2508 o.o7242 204 0.08044 41.76 o.07249 o.34206 a.55 30.785,335 66,78s.335 66,785,000

3 Tabang 36,000,000 0.06136 2a6 t 0.oa26l 263 0.10371 34.59 0.06005 o.30772 7.69 27,695,O14 63,69s,014 63,69s,000

Poyowa Kecil 36,000,ooo 5.52 0.14783 3777 0.10906 195 0.o7689 39_20 0.06805 0.40183 t0.o5 36,t64,670 72,164,670 72,165,000

BunSko 36,000,000 4_79 o_\2420 1534 o.04429 120 o.o4732 30.83 0.o5352 o.27333 6.83 24,599,938 60,599,938 60.600,000

KOIAMOBAOU
BDL,I\TAII

Kopandakan I 36,O00,000 3.22 0.086t2 39t3 0.11298 201 o.o7926 2a.72 o.04s86 o.32422 a.2l 29,539.45t 65,539,451 6s,s39,000

2l6,(xx),(x)o 172,743.086 388,763,O46 3aar763,OOO

640,OOO,OOO 37,34 34,633 2,536 575.OA 4 loo 35O,O@,OOO 900,ooo,ooo 9OO,OOO,OOO

II
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